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ABSTRAK

Penelitian ini, berjudul ”Tanggung Jawab Penyewa Dalam Pelaksanaan
Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kota Semarang” penelitian ini di latar
belakangi jarang tersedianya transportasi umum di Kota Semarang yang dapat
menuju ke beberapa tempat wisata. Hal ini tentu menjadi peluang usaha bagi
sebagian orang untuk menyediakan Jasa Penyewaan kendaraan. Penelitian ini
bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada
Hidayah Rent Car di Kota Semarang serta untuk kendala dan solusi pelaksanaan
perjanjian sewa-menyewa mobil di Hidayah Rent Car di Kota Semarang.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.Sumber
data diperoleh dari beberapa tahapan vyaitu melalui penelitian lapangan
(wawancara) dan penelitian pustaka. Analisis data dengan cara sistematis meliputi
reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) Praktek
sewa menyewa mobil di Hidayah Rent Car dilakukan atas dasar kepercayaan dan
kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu dengan adanya jaminan berupa KTP,
STNK dan kendaraan milik penyewa (2) Penyelesaian wanprestasi pada
perjanjian sewa-menyewa mobil di Hidayah Rent Car berupa keterlambatan
ataupun kerusakan yaitu pihak rental mengacu kepada surat perjanjian yang
dimiliki oleh Hidayah Rent Car dan ketika bentuk wanprestasi tidak tercantum di
surat perjanjian tersebut dilanjutkan pada perundingan antara pemilik dengan
penyewa dan permintaan. ganti rugi dari pihak penyewa yang melakukan
wanprestasi.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Penyewa, Pejanjian Sewa Menyewa, Mobil
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ABSTRACT

This study, entitled "Tenant Responsibilities in the Implementation of
Car Rental Agreements in the City of Semarang” This research is motivated by the
lack of public transportation in the city of Semarang which can go to several
tourist attractions. This is certainly a business opportunity for some people to
provide vehicle rental services. this study aims to determine the implementation
of car rental agreements at Hidayah Rent Car in Semarang City and to determine
the tenants' responsibilities at the time of default in the rental agreement. car at
Hidayah Rent Car in Semarang City.

The research method uses a sociological juridical approach. The data
source is obtained from several stages, namely through field research (interviews)
and library research. Data analysis in-a systematic way includes data reduction,
data presentation and drawing conclusions.

Based on the results of the study, it can be concluded that (1) The practice
of renting a car at Hidayah Rent Car is carried out on the basis of trust and
agreement between the two parties, namely with a guarantee in the form of an ID
card, vehicle registration and vehicle belonging to the tenant (2) Settlement of
default in the rental agreement. renting a car at Hidayah Rent Car in the form of
delays or damage, namely the rental party refers to the agreement letter owned by
Hidayah Rent Car and when the form of default is not stated in the agreement
letter, it is continued in negotiations between the owner and the tenant and a
request for compensation from the tenant who defaults .

Keywords: Responsibility, Tenant, Lease Agreement, Car
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Semarang merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota
pelajar, kota budaya, dan kota pariwisata. Kota Semarang sendiri terdapat
Universitas-universitas ternama, baik itu Universitas Negeri maupun Universitas
Swasta. Selain itu, Semarang juga terkenal sebagai kota wisata, baik wisata
budaya sepeti Candi Gedong Songo, Lawang Sewu, Kawasan Kota Lama,
maupun wisata alam seperti Gunung Ungaran, serta pantai-pantai eksotis yang
bisa dikunjungi, hal tersebut menjadi daya tarik untuk para wisatawan datang
berkunjung ke Kota Semarang. Namun yang menjadi kendala adalah jarang
tersedianya transportasi umum yang menuju ke beberapa tempat wisata tersebut.

Banyaknya wisatawan maupun mahasiswa yang datang ke Semarang tentu
tidak semuanya membawa atau memiliki kendaraan pribadi, banyak dari mereka
yang datang dengan menggunakan jasa kendaraan umum. Jarangnya kendaraan
umum yang menuju ke beberapa tempat wisata alam Semarang tentu akan
menjadi kendala bagi para wisatawan yang tidak membawa atau tidak memiliki
kendaraan pribadi. Hal ini tentu menjadi peluang usaha bagi sebagian orang untuk
menyediakan jasa penyewaan kendaraan bermotor khususnya mobil (car rental)
yang melayani penyewa atau pengguna jasa (konsumen) untuk mengantarkan ke
berbagai jurusan dan tujuan. Mobil yang disewakan pun ada berbagai jenis,
seperti mobil keluarga sampai mobil mewah. Hal ini merupakan solusi tepat bagi

para wisatawan maupun mahasiswa yang tidak membawa atau memiliki



kendaraan pribadi namun ingin menikmati tempat-tempat wisata yang ada di
Semarang.

Dalam hal ini penyewa dapat menyewa mobil yang akan digunakan dalam
penyewaan dengan cara mengunjungi tempat jasa sewa mobil untuk memilih jenis
mobil yang akan disewa. Namun penyedia jasa penyewaan mobil tidak mungkin
begitu saja menyewakan kendaraanya, tentu akan ada perjanjian di dalam sewa
menyewa tersebut mengenai harga sewa dan juga berbagai ketentuan dan syarat
yang mengikat penyewaan mobil tersebut. Setiap penyedia jasa penyewaan mobil
tentu akan berbeda-beda dalam syarat dan. ketentuan yang digunakan dalam
perjanjian tersebut. Terkadang ada pihak penyewa yang memberi syarat untuk
meninggalkan barang jaminan seperti motor untuk dapat menyewa mobil namun
ada juga yang tidak memberi syarat tersebut. Perjanjian tersebut dibuat tanpa
adanya suatu paksaan dari pihak lain, tetapi secara sukarela oleh para pihak.
Pembuatan perjanjian sewa-menyewa mobil ini diharapkan kepada para pihak
dapat mempunyai hubungan yang baik dalam melaksanakan perjanjian sehingga
kewajiban para pihak dilaksanakan sesuai dengan kewajiban masing-masing.

Dalam keseharian manusia semakin banyak mengikatkan diri dengan
lainnya sehingga melahirkan adanya perjanjian. Perjanjian dapat dibuat secara
tertulis maupun tidak tertulis, salah satunya adalah perjanjian sewa menyewa.
Perjanjian sewa menyewa dapat membantu para pihak, baik itu dari pihak
penyewa maupun pihak yang menyewakan. Penyewa mendapatkan keuntungan

dari barang atau jasa yang disewakan, sedang yang menyewakan akan



memperoleh keuntungan dari harga sewa yang telah diberikan oleh pihak
penyewa.

Dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan
mengenai waktu tertentu untuk melakukan sewa-menyewa, termasuk dengan
penyewaan mobil. Dalam hal ini tidak ada ketentuan yang mengatur, tergantung
penyewa mobil itu sendiri ingin meminjam 12 jam, 24 jam ataupun bisa berhari-
hari sesuai kebutuhan penyewa, sedangkan mengenai pembayaran sewa mobil
dilakukan sesuai dengan perjanjian yang sudah ada dan terdapat juga jaminan
sebagai tanggungannya. Pada waktu menyewa mobil penyewa boleh
menggunakan mobil dengan supir maupun tanpa supir (lepas kunci), asalkan
sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah diajukan oleh pihak
penyedia sewa maobil. Hal ini untuk mengantisipasi hal- hal yang tidak diinginkan
dengan disalah gunakannya mobil tersebut, seperti contoh dilakukan untuk tindak
kejahatan umum, pencurian, penggelapan, dil.

Berbagai Perjanjian sewa menyewa mobil merupakan salah satu bentuk
perjanjian yang relatif masih baru dirintis beberapa tahun yang lalu. Namun dalam
perkembangannya menunjukkan suatu kemajuan yang pesat. Hal ini dapat dilihat
dengan banyaknya jasa rental mobil yang ada di Kota Semarang, salah satunya
adalah Hidayah Rent Car yang beralamat di Jalan Borobudur Timur 4,
Kembangarum, Semarang Barat, Kota Semarang.

Kota Semarang ini mengalami perkembangan yang cukup pesat di
berbagai bidang. Perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 KUH

Perdata, yang berbunyi: “Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana



pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang
kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga
yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu”.

Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang baik yang tetap maupun
bergerak® . Jika perjanjian telah habis masa waktunya maka pihak penyewa harus
segera menyerahkan barang. Mengenai berakhirnya waktu sewa yang dibuat
dengan perjanjian tertulis diatur dalam Pasal 1570 KUH Perdata yang berbunyi:

“jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum
(otomatis), apabila waktu yang ditentukan telah habis, tanpa diperlukannya
sesuatu pemberhentian untuk itu, oleh karena itu jika waktu sewa-menyewa yang
ditentukan di dalam perjanjian telah habis maka pihak penyewa harus segera
menyerahkan barang yang disewa dalam keadaan semula pada waktu barang
diserahkan”. ?

Selanjutnya dalam suatu perjanjian sewa menyewa mobil tersebut ada para
pihak yang harus mengetahui secara jelas mengenai hak dan kewajiban dan
tanggung jawab yang ada dalam perjanjian tersebut. Selain itu, tentu saja harus
didapatkan pengertian yang jelas mengenai tata cara timbulnya perjanjian sewa
menyewa mobil dan pelaksanaan perjanjiannya. Tidak terpenuhinya hak dan
kewajiban disebabkan adanya kelalaian atau kesengajaan atau karena suatu
peristiwa yang terjadi diluar masing-masing pihak. Hal ini yang disebut dengan

wanprestasi atau overmacht.

1 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya, Bandung,
2014, hal. 345.
2 R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, 2011, hal. 45



Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai dalam melaksanakan
suatu kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang
dibuat antara kreditor dengan debitor.® Sedangkan overmacht adalah keadaan
memaksa atau keadaan yang tidak dapat terpenuhinya prestasi oleh debitor karena
terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa yang dimana tidak
dapat diketahui atau tidak diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.*
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian sewa-menyewa terdapat
pada Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600. Sifat aturan tersebut mengikat para
pihak yang menimbulkan konsekuensi di antara kedua pihak atau lebih yang
melakukan perjanjian tersebut.

Berdasarkan suatu perjanjian yang telah disepakati haruslah dilaksanakan
oleh para pihak sesuai dengan kewajiban dari- masing-masing pihak tersebut.
Namun ada kalanya dalam suatu perjanjian tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Hal ini dapat disebabkan karena kelalaian salah satu pihak dalam perjanjian, atau
kedua belah pihak, atau dapat pula disebabkan karena suatu hal yang berada di
luar kuasa dan keinginan dari para pihak dalam perjanjian tersebut.

Dalam praktik perjanjian sewa-menyewa mobil ini tentu tidak semuanya
berjalan sesuai dengan yang semestinya. Tidak terpenuhinya perjanjian tersebut
karena faktor kesengajaan atau kelalaian penyewa juga sering terjadi di Hidayah
Rent Car Kota Semarang telah banyak terjadi kasus wanprestasi yang telah

dialami oleh pihak Hidayah Rent Car.

3 R. Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya
Paramita, Jakarta, 1961, hal. 385

4 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013,
hal. 27.



Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun ingin menjadikan Hidayah
Rent Car sebagai bahan penelitian karena tempat rental mobil tersebut masih saja
terjadi permasalahan wanprestasi. Dalam penelitian ini, penulis memilih judul
skripsi  dengan judul: “TANGGUNG JAWAB PENYEWA DALAM
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI KOTA
SEMARANG”.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggungjawab penyewa dalam pelaksanaan perjanjian sewa-
menyewa mobil di Hidayah Rent Car Kota Semarang?

2. Apa hambatan dan solusi dalam pelaksanaan tanggungjawab penyewa
dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di Hidayah Rent Car Kota
Semarang?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis ialah sebagai
berikut:

1. Mengetahui tanggungjawab penyewa dalam pelaksanaan perjanjian sewa-
menyewa mobil di Hidayah Rent Car Kota Semarang

2. Mengetahui hambatan dan solusi dalam pelaksanaan tanggungjawab
penyewa dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di Hidayah Rent Car

Kota Semarang?



D. Kegunaan Penelitian
Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai :
1. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi
mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas dalam menambah wawasan dan
pengetahuan tentang pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil.
Penelitian ini diharapkan dapat ditindaklanjuti sebagai penelitian
dasar, bagi peneliti-peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian
tentang pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil.
Secara Praktis
2. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada
pihak-pihak yang terkait, baik untuk pelaku usaha persewaan mobil dan
untuk pihak penyewa tentang hak-hak dan kewajiban serta tanggung jawab
dari masing-masing pihak agar tidak terjadi persoalan dalam perjanjian
sewa-menyewa mobil.
3. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan bagi
pemerintah agar membuat peraturan-peraturan yang bersifat melindungi
pihak-pihak yang lemah dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa

mobil.



E. Terminologi
1. Tanggungjawab
Pengertian tanggungjawab secara umum adalah kesadaran manusia
akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak
di sengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan
kesadaran akan kewajiban.®
2. Penyewa
Pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian untuk
menikmati suatu barang selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu
harga yang telah disanggupi.®
3. Perjanjian Sewa Menyewa
Sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang
satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang
kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga
yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu.”
4. Mobil
Kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat
atau lebih (selalu genap), biasanya menggunakan bahan bakar minyak
untuk menghidupkan mesinnya.? Penggunaan kendaraan di jalan umum

diatur dalam Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009

5> https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/ diakses pada tanggal 8
Oktober 2021 pada pukul 15.00 WIB

8 https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/05/16/perjanjian-sewa-menyewa/ diakses
pada tanggal 8 Oktober 2021 pada pukul 15.20 WIB

"ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/05/16/perjanjian-sewa-menyewa/ diakses pada
tanggal 8 Oktober 2021 pada pukul 16.05 WIB

8 https://kbbi.web.id/mobil diakses pada 8 Oktober 2021 pada pukul 16.15 WIB


https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/
https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/05/16/perjanjian-sewa-menyewa/
https://kbbi.web.id/mobil

tentang lalu lintas dan angkutan umum.
5. Kota Semarang
Semarang adalah ibu kota provinsi Jawa Tengah, Indonesia
sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia sesudah Jakarta,
Surabaya, Medan dan Bandung.®
6. Hidayah Rent Car
Merupakan suatu layanan penyedia jasa sewa menyewa mobil di
Kota Semarang dengan jangka waktu yang relatif singkat yang berdiri
sejak tahun 2015. Beralamat di Jalan Borobudur Timur 4, Kembangarum,
Semarang Barat, Kota Semarang, dengan CEO yang bernama Anindita
Anung Marsela. Memiliki Unit berbagai jenis mobil yang berjumlah 15
unit.
F. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan
Dalam penelitian ini ~dan penyusunan skripsi ini, penulis
menggunakan metode yuridis sosiologis. Yuridis digunakan untuk
menganalisa berbagai peraturan perundangan-undangan yang terkait
dengan perjanjian sewa menyewa. Sedangkan sosiologis digunakan untuk
menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan—
undangan mengenai sewa-menyewa yang berlaku di masyarakat. Dengan
demikian pendekatan yuridis sosiologis merupakan sebuah metode

penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa

% https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang, diakses pada tanggal 8 Oktober 2021
pada pukul 18.30 WIB.
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suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya
suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.°

Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian
hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya
dengan faktor yuridis dan sosiologis. Maksudnya, objek masalah yang
diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga
berkaitan dengan faktor sosiologis.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis,
yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai
permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian
dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun
secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai
ketentuan yang berlaku.*

3. Sumber data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder
yang dijelaskan sebagai berikut :
a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari

narasumber di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara

10 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal.68.
1 Sri Sumawarni, Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum, UPT UNDIP Press,
Semarang, 2012, hal.6.
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dengan responden, yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah
mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti
sehingga memperoleh data yang diperlukan.'> Wawancara dilakukan
dengan Pemilik Hidayah Rent Car.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi
kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-
buku yang berkaitan dengan penelitian.
1) Bahan Hukum Primer
Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan
sebagai berikut:
a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
¢) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa
2) Bahan Hukum Sekunder
Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang
berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum
termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.
3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil

12 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal.39.
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dari website, e-book, dan jurnal hukum online.
4. Metode Pengumpulan Data
Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik
yang digunakan, yaitu :
a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara
pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan
permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan
menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.
Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat
Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah,
dan buku-buku referensi yang di dapat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suata cara pengumpulan data yang
dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data
yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang
berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan

metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan.

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab
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kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini
bekerja sama dengan pihak Hidayah Rent Car
Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis
kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data
deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul
tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang
dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan
dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan
pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokan data
yang didapat, serta- merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga
teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden
atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokan

dalam kateogri tertentu yang sudah ditetapkan.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul

Tanggung Jawab Penyewa dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kota

Semarang ( Studi Kasus di Hidayah Rent car )

BAB |

PENDAHULUAN
Dalam Bab | ini terdiri dari Latar Belakang Masalah Rumusan
Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode

Penelitian, Metode Analisis Data dan Sistematika Penulisan skripsi
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sebagaimana telah di uraikan di atas.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab Il ini di uraikan tentang tinjauan umum tentang
Pengertian Perjanjian itu sendiri, Pengertian Perjanjian Sewa
menyewa, Pengertian wanprestasi, dan Perjanjian Sewa menyewa
dalam hukum islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab 11 ini menjelaskan hasil dari penelitian beserta pembahasanya
meliputi Mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil
di Hidayah Rent Car Kota Semarang dan Kendala dan Solusi dalam
pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di Hidayah Rent Car.
PENUTUP

Bab 1V ini menguraikan simpulan yang didapat dari hasil penelitian

serta saran.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1.

Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian di dalam Buku IIl KUHPerdata diatur di
dalam pasal 1313 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa perjanjian
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari definisi tersebut, menurut para
ahli hukum dianggap kurang lengkap dan mengandung banyak kelemahan,
kelemahan-kelemahan tersebut adalah?3;

a. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja

Hal ini1 dapat dilithat dari rumusan “satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Kata
“mengikatkan” merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari
satu pihak saja, dan bukan dari kedua pihak. Padahal dalam kehidupan
sehari-hari disamping perjanjian sepihak juga dapat dijumpai suatu
perjanjian dimana para pihaknya memiliki hak dan kewajiban.

b. Kata “perbuatan” mencakup juga tanpa kesepakatan Dalam pengertian
“perbuatan” termasuk juga tindakan mengurus kepentingan orang lain
dan perbuatan melawan hukum. Kedua tindakan tersebut merupakan
perbuatan yang tidak mengandung adanya kesepakatan atau tanpa

adanya kehendak untuk menimbulkan akibat hukum. Pengertian

hal. 34

13 Leli Joko Suryono, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian di Indonesia, Yogyakarta, 2014,

15
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“perbuatan” sangat luas, sementara maksud dari pengertian “perbuatan”
dalam pasal 1313 KUHPerdata adalah perbuatan hukum, yaitu
perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.
. Pengertian perjanjian terlalu luas
Pengertian perjanjian dalam pasal 1313 KUHPerdata dianggap
terlalu luas karena dapat diartikan juga sebagai perjanjian perkawinan.
Dalam perjanjian perkawinan disyaratkan ikut sertanya pejabat tertentu,
sedangkan yang dimaksud perjanjian dalam pasal 1313 KUHPerdata
ialah hanya hubungan antara kreditur dan debitur saja yang meliputi
lapangan harta kekayan.
d. Pengertian perjanjian tanpa menyebut tujuan
Dalam- pasal 1313 KUHPerdata tidak disebutkan mengenai
tujuan dari diadakannya suatu perjanjian, sehingga tidak jelas
maksud para pihak mengikatkan dirinya tersebut. Atas dasar dan
alasan-alasan tersebut diatas maka itulah para ahli hukum merasa
perlu  untuk merumuskan kembali apa yang dimaksud dengan
perjanjian. Menurut Prof. Subekti, S.H, Suatu perjanjian adalah suatu
peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana
kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.'4
Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dipahami
bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa

hukum dimana para pihak berdasarkan kata sepakat melaksanakan

14 Subekti, 2008, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, hal. 19.
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suatu hak dan kewajiban yang merupakan hubungan hukum dari
adanya suatu perjanjian dan menimbulkan akibat hukum bagi kedua
pihak tersebut. Selain istilah perjanjian, istilah kontak juga sering
dipakai dalam praktek bisnis. Namun masih banyak orang-orang
yang menganggap bahwa perjanjian dan kontak memiliki pengertian
yang berbeda.
2. Jenis — jenis Perjanjian
Jenis-jenis perjanjian diantaranya adalah®® :
a. Berdasarkan hak dan kewajiban
1) Perjanjian Sepihak
Merupakan perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu

pihak, dan hanya ada hak pada pihak lain.

2) Perjanjian timbal balik Perjanjian dimana hak dan kewajiban ada
pada kedua belah pihak.

b. Berdasarkan keuntungan yang diperoleh

1) Perjanjian Cuma-Cuma Perjanjian yang memberikan keuntungan
hanya pada satu pihak saja.

2) Perjanjian Asas Beban Perjanjian atas prestasi dari pihak yang satu
selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain dan antara kedua
prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

c. Berdasarkan Nama dan Pengaturan

1) Perjanjian Bernama (Nominat)

15 Ratna Artha Windari, Hukum Perjanjian, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015, him. 27
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Kontrak nominat merupakan perjanjian yang dikenal dalam
pasal 1319 KUHPerdata. Pasal 1319 KUHPerdata berbunyi:
“Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun
yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada
peraturan umum yang termuat dalam bab ini atau bab yang lalu”.
Perjanjian Tidak Bernama (Inominat)

Merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh hidup dan

berkembang dalam masyarakat.

d. Berdasarkan Tujuan Perjanjian

1)

2)

3)

Perjanjian Kebendaan

Perjanjian hak atas benda dialihkan atau diserahkan kepada
pihak lain.
Perjanjian Obligatoir

Merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari
para pihak.
Perjanjian Liberatoir

Perjanjian para pihak yang membebankan diri dari

kewajiban yang ada.

Syarat Sahnya Perjanjian

Aturan mengenai syarat sahnya perjanjian termuat dalam pasal

1320 KUHPerdata. Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi

empat syarat, yaitu;

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
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Maksudnya adalah para pihak yang terlibat dalam perjanjian
harus setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut, dan tidak
ada paksaan dari pihak manapun.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Dalam pasal 1330 KUHPerdata menentukan setiap orang cakap
untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa
ia tidak cakap.

c. Suatu pokok persoalan tertentu / objek tertentu

Hal ini diatur dalam pasal 1332 KUHPerdata yang menentukan
bahwa “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat
menjadi pokok suatu perjanjian”.

d. Suatu sebab yang tidak terlarang / kausa yang halal

Maksudnya adalah hal-hal yang diatur dalam perjanjian yang
dibuat oleh para pihak itu tidak bertentangan dengan undang-undang,
dengan kesusilaan dan dengan ketertiban umum. Dari syarat sahnya
perjanjian tersebut, syarat pertama dan syarat ke dua disebut sebagai
syarat subyektif, karena merupakan persyaratan yang harus dipenuhi
oleh subjek perjanjian. Apabila syarat subyektif tersebut tidak dipenuhi,
maka akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan

Sedangkan syarat ke tiga dan ke empat merupakan syarat obyektif,
karena merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh objek perjanjian.
Apabla syarat objektif tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi

hukum.
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Suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum apabila didalam
suatu perjanjian tersebut terdapat hal-hal*®
a. Paksaan (dwang)

Setiap pihak yang akan membuat suatu perjanjian harus
berdasarkan keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain
yang menyebabkan ia terpaksa melakukan perjanjian tersebut. Paksaan
dalam hal ini salah satunya dapat berbentuk ancaman, misalnya suatu
ancaman yang ditujukan untuk pihak tertentu yang bertujuan agar pihak
tersebut memberikan haknya.

b. Penipuan (bedrog/fraud)

Penipuan adalah tindakan tipu muslihat. Menurut Pasal 1328
KUHPerdata menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan
pembatalan perjanjian. Dalam hal ini pithak yang ditipu memang
memberikan pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya, tetapi
kehendaknya itu timbul karena adanya tipuan atau sengaja diarahkan
pada suatu yang bertentangan dengan kehendaknya

c. Kesesatan atau kekeliruan (dwaling)

Didalam hal ini salah satu pihak atau beberapa pihak memiliki
presepsi yang salah terhadap suatu objek atau subjek perjanjian. Ada
dua macam kekeliruan yang diantaranya adalah:

1) Error in Person, yaitu kekeliruan pada orangnya

2) Error in subtantia, yaitu kekeliruan yang berkaitan dengan

16 |eli Joko Suryono, Op. Cit, hal. 49
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karakteristik suatu benda.
d. Penyalahgunaan keadaan
Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila seseorang di dalam
suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk
melakukan penilaian yang bebas dari pihak lainnya, sehingga ia tidak
dapat memberikan putusan yang independen. Penekanan tersebut terjadi
karena salah satu pihak memiliki kedudukan khusus atau kedudukan

yang dominan.

4. Asas — Asas Perjanjian

Asas hukum atau prinsip hukum bukaniah  peraturan hukum
konkrit, melainkan merupakan pemikiran dasar yang umum sifatnya atau
merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam
dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam perturan
perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif
dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan
konkrit tersebut.*’

Pada umumnya asas hukum itu berubah mengikuti kaedah
hukumnya, sedangkan kaedah hukum akan berubah mengikuti
perkembangan masyarakat, jadi terpengaruh waktu dan tempat. Didalam
hukum perjanjian mengenal beberapa asas yang menjadi dasar

berkehendak bagi para pihak yang membuat suatu perjanjian, diantaranya

hal. 34

17 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007,
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adalah ;8
a. Asas konsensualisme
Asas ini berarti kesepakatan, asas ini dapat ditemukan dalam
Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian terjadi sejak tercapainya kata
sepakat antara para pihak. Berarti perjanjian tersebut telah sah dibuat,
dan para pihak telah setuju dengan pokok-pokok perjanjian, serta
menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat.
b. Asas kekuatan mengikat
Asas kekuatan mengikat adalah suatu asas yang menentukan,
bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para
pihak yang bersangkutan sebagaimana mengikatnya undang-undang.
c. Asas kebebasan berkontrak
Merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang
pada dasarnya boleh membuat kontrak tentang apapun asalkan tidak
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
d. Asas itikad baik
Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata ayat (3)
yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan
dengan itikad baik. Suatu perjanjian harus berjalan sesuai dengan apa
yang telah disepakati dan harus sesuai dengan norma-norma kepatutan

dan kesusilaan.

18 |_eli Joko suryono, Op.Cit. hal. 61.
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e. Asas pacta sunt servanda
Asas ini memiliki arti bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat
secara sah oleh para pihak menjadi sebuah undang-undang yang harus
dipatuhi oleh pihak yang membuatnya. Maksud dari asas ini dalam
suatu perjanjian adalah untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi
pihak yang telah membuat perjanjian tersebut, karena dengan adanya
asas ini perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak mengikat sebagai
undang-undang.
f. Asas kepercayaan
Asas kepercayaan merupakan suatu asas yang menyatakan
bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain
menumbuhkan kepercayan di antara kedua pihak bahwa satu sama lain
akan melaksanakan janjinya untuk menjalankan prestasi sesuai yang
telah diperjanjikan.
g. Asas persamaan hukum
Asas persamaan hukum menempatkan para pihak dalam
persamaan derajat. Sehingga para pihak yang membuat suatu perjanjian
kedudukannya sama serta memiliki hak dan kewajiban yang sama.
h. Asas keseimbangan
Asas ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan hukum.
Dimana kreditur memiliki hak untuk menuntut suatu prestasi dari
debitur, namun Kreditur juga harus melaksanakan perjanjian dengan

itikad baik. Disini terlihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat
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diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik,
sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

i. Asas moral

Asas moral terlihat dari suatu perikatan yang sewajarnya,
dimana perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak
baginya untuk menggugat konta prestais dari pihak debitur. Asas moral
juga disimpulkan dalam Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan
bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas
dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut
sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-
undang

5. Unsur — Unsur Perjanjian
Suatu perjanjian Kita amati dan uraikan unsur-unsur yang ada
didalamnya, maka unsur yang ada disana dapat kita kelompokkan dalam
beberapa kelompok sebagai berikut.*

a. Unsur Essensialia, adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada
didalam perjanjian, unsur mutlak dimana tanpa adanya unsur tersebut,
perjanjian tidak mungkin ada. Unsur essensialia meliputi syarat sahnya
perjanjian yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata.

b. Unsur Naturalia, adalah unsur yang melekat pada perjanjian dan tidak
disebutkan secara jelas oleh hukum diatur tetapi dapat dikesampingkan

oleh para pihak. Unsur ini merupakan sifat alami (natuur) perjanjian

19 ], Satrio, 2001, Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I, Bandung, PT
Citra Aditya Bakti, him. 67-68
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secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti penjual menjamin
bahwa barang tidak ada yang cacat.
c. Unsur Accidentalia, adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh
para pihak, undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut.
6. Pelaksanaan Perjanjian

Menurut Abdul Kadir Muhammad, pelaksanaan perjanjian adalah
realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh
para pihak agar tercapai apa yang menjadi tujuan bersama.

Kewajiban yang inilah yang disebut prestasi , sedangkan jika salah
satu pihak atau bahkan kedua pihak tidak melaksanakan kewajiban sesuai
dengan perjanjian yang telah dibuat maka hal itu disebut sebagai
wanprestasi.

a. Prestasi
Prestasi adalah pemenuhan kewajiban-kewajiban yang timbul
dari hubungan perjanjian. Kewajiban itu adalah kewajiban kontraktual,
yang dapat berasal dari peraturan perundang-undangan, kontrak atau
perjanjian yang dibuat para pihak, kepatutan dan kebiasaan.?°
Pemenuhan prestasi adalah hakikat dari suatu perjanjian atau
kontrak. Kewajiban untuk memenuhi prestasi dari debitor selalu disertai
dengan tanggung jawab, artinya adalah hakikat dari suatu perjanjian

atau kontrak. Kewajiban untuk memenuhi prestasi dari debitor selalu

20 Suhendro, Tumpang Tindih Pemahaman Wanprestasi dan Perbuatan Melawan
Hukum Dalam Wacana Akademik dan Praktik Yudisial, FH UlI Press, Yogyakarta, 2014, hal. 87.
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disertai dengan tanggung jawab, artinya debitor mempertaruhkan harta
kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan utangnya kepada kreditor
b. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah
ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena
perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.
Wanprestasi berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban perikatan
atau dengan kata lain berkaitan dengan masalah “pembayaran”
perikatan. Suatu perikatan wajib untuk dipenuhi, karena dipenuhinya
suatu perikatan merupakan tujuan pokok dari suatu perikatan. Tidak
memenuhi kewajiban perikatan, diluar kesepakatan kreditur merupakan
suatu pelanggaran.?

c. Keadaan Memaksa (Overmacht)

Overmacht adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat
diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi serang debitur untuk
melakukan prestasi sebelum ia lalai/alpa dan keadaan mana tidak dapat
dipersalahkan kepadanya. Ada tiga syarat overmacht, yaitu:

1) Harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya;
2) Halangan itu terjadi karena kesalahan dari debitur;
3) Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko dari debitur;

Ada beberapa akibat overmacht, yaitu:

1) Kreditur tidak dapat minta pemenuhan prestasi (pada overmacht

21 ], Satrio, Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi, PT Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 14
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sementara sampai berakhirnya keadaan overmacht)
2) Gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244- 1245
KUHPerdata);
3) Pihak lawan tidak perlu meminta pemutusan perjanjian (Pasal 1266
KUHPerdata tidak berlaku, putusan hakim tidak berlaku);
4) Gugurnya kewajiban untuk berprestasi dari pihak lawan.
7. Berakhirnya Suatu Perjanjian
Berakhirnya suatu perjanjian dapat terjadi karena suatu tindakan
atau peristiwa tertentu, baik yang dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh
para pihak. Hal tersebut antara lain:
a. Telah ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak;
b. Undang-undang telah menetapkan batas waktu berlakunya perjanjian;
c. Para pihak atau Undang-undang dapat menentukan bahwa dengan
terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus;
d. Adanya suatu pernyataan untuk menghentikan perjanjian;
e. Karena putusan hakim;
f. Tujuan perjanjian telah tercapai.
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Seawa Menyewa
1. Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa
Menurut pasal 1548 KUHPerdata perjanjian sewa-menyewa adalah
suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk
memberikan suatu barang kepada pihak lainnya untuk digunakan dalam

waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang telah
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disanggupi pihak tersebut. Perjanjian sewa menyewa merupakan suatu
perjanjian konsensuil, yang berarti ia sudah sah mengikat pada detik
tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan
harga.??

Sewa menyewa ini merupakan suatu bentuk perjanjian yang
bersifat perorangan bukan perjanjian yang bersifat hak kebendaan, yaitu
dengan perjanjian sewa-menyewa ini kepemilikan terhadap objek sewa
tersebut tidak beralih kepada penyewa tetapi tetap menjadi hak milik dari
yang menyewakan
Subjek dan Objek dalam Perjanjian Sewa Menyewa
a. Subjek Perjanjian sewa menyewa

Perjanjian sewa-menyewa ini terdapat pihak yang menyewakan
dan pihak penyewa. Yang dimaksud dengan subjek hukum ialah “suatu
pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum
berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. Suatu subjek hukum
mempunyai kekuasaan untuk mendukung hak.” Dapat juga dikatakan,
“subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak
dan kewajiban atau sebagai pendukung hak dan kewajiban?

Sebagai pendukung hak dan kewajiban, maka ia memiliki
kewenangan untuk bertindak. Sudah tentu kewenangan bertindak disini

harus menurut hukum. Sebab apabila seseorang melakukan perampasan

22 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2008, hal. 90
23 Dudu Duswara M, Pengantar Ilmu Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2001. hal.32.
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hak sehingga mengakibatkan kematian perdata bagi orang lain
walaupun termasuk mendukung hak, maka hal ini dilarang.

Menurut macamnya subjek hukum terdiri atas dua. Pertama
manusia, kedua badan hukum. Sedangkan menurut hukum modern,
setiap manusia, apakah dia itu warga negara atau negara asing, apakah
dia itu laki-laki atau perempuan, tidak perduli apa yang menjadi agama
dan kebudayaannya, seseorang dapat menjadi subjek hukum. “Sebagai
subjek hukum, manusia mempunyai kewenangan untuk melaksanakan
kewajiban dan menerima haknya. Dengan kata lain manusia
mempunyal kewenangan untuk melakukan tindakan hukum” misalnya
membuat perjanjian sewa-menyewa. Namun demikian kewenangannya
itu dibatasi oleh beberapa faktor dan keadaan tertentu, sehingga
seseorang dapat dinyatakan wenang untuk melakukan tindakan hukum
apabila dia itu telah dewasa dan sehat jiwanya serta tidak berada dalam
pengampuan.

Selain manusia badan hukum juga termasuk sebagai subjek
hukum. Badan hukum merupakan badan-badan atau perkumpulan.
Badan hukum yakni orang yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena
itu, badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum
(melakukan perbuatan hukum) seperti manusia. Dengan demikian,
badan hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki

kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya.

2 1bid, him 33.
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Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak dengan perantaraan

pengurus-pengurusnya.

Kalau dilihat dari pendapat tersebut badan hukum dapat

dikategorikan sebagai subjek hukum sama dengan manusia disebabkan

karena:

1)
2)
3)
4)

5)

1)

2)

Badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri
Sebagai pendukung hak dan kewajiban
Dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan
Ikut serta dalam lalu lintas hukum bisa melakukan jual beli
Mempunyai tujuan dan kepentingan.
Badan hukum dibedakan dalam dua bentuk, yakni:
Badan Hukum Publik
Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan
berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan
publik atau orang banyak atau negara umumnya.
Badan Hukum Privat
Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirkan
berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut

kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.

. Objek Perjanjian

Objek hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subjek

hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang
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dilakukan oleh para subjek hukum. Objek hukum dapat juga disebut
hak atau benda yang dapat dikuasai dan/atau dimiliki subjek hukum.

Hak dibedakan menjadi dua, yaitu hak mutlak (absolut) dan hak
nisbi (relatif). Hak mutlak adalah suatu hak yang diberikan kepada
seseorang guna melakukan suatu perbuatan, hak mana dapat
dipertahankan terhadap siapapun juga, dan sebaliknya siapapun wajib
menghormati hak tersebut. Sedangkan yang dimaksud hak nisbi adalah
suatu hak yang memberi wewenang kepada seseorang untuk menuntut
agar orang lain memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu.

Benda dibedakan menjadi dua yaitu benda bergerak dan tidak
bergerak. Yang termasuk kategori benda bergerak dapat dibedakan
menjadi tiga, yaitu:

1) Benda yang dapat bergerak sendiri, contoh hewani

2) Benda yang dapat dipindahkan, contoh meja, kursi

3) Benda bergerak karena penetapan undang-undang, contoh hak
pakai, sero, bunga yang dijanjikan.

Sedangkan yang termasuk kategori benda tidak bergerak pun
dibedakan lagi menjadi tiga pula, yaitu:

1) Benda tidak bergerak karena sifatnya, contoh tanah, rumah.
2) Benda tidak bergerak karena tujuannya, contoh gambar, kaca, alat

percetakan yang ditempatkan di gedung.
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3) Benda tidak bergerak karena penetapan undang-undang, contoh
hak pakai, hak numpang, hak usaha.
Objek sewa-menyewa meliputi semua jenis barang, baik yang
tak bergerak ataupun yang bergerak dapat disewakan.

Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa

Dalam perjanjian sewa menyewa adapun subyek dari perjanjian
sewa menyewa Yaitu adanya pihak penyewa dan adanya pihak yang
menyewakan. Yang menjadi hak dan kewajiban dari para pihak, yaitu:

Menurut pasal 1550-1554 KUHPerdata, kewajiban dari pihak yang
menyewakan, adalah:

a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa;

b. Memelihara barang yang disewakan dengan baik;

c. Menjamin terhadap penyewa untuk dapat memakai dan mengenakan
barang yang disewa dengan aman selama berlakunya perjanjian sewa-
menyewa;

d. Menanggung segala kekurangan dari barang yang disewakan yang
dapat merintangi pemakaian barang itu, walaupun pihak yang
menyewakan tidak mengetahui sejak perjanjian sewa dibuat;

e. Mengganti kerugian akibat cacadnya barang sewa;

f. Tidak diperkenankan selama waktu sewa mengubah wujud maupun
tataan barang yang disewakan.

Kewajiban memberikan kenikmatan tenteram kepada si penyewa

dimaksudkan sebagai kewajiban pihak yang menyewakan untuk
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menanggulangi atau menangkis tuntutan-tuntutan hukum dari pihak ketiga,
yang misalnya membantah hak si penyewa untuk memakai barang yang
disewanya. Selain itu, pihak yang menyewakan selama waktu sewa,
menyuruh  melakukan pembetulan-pembetulan pada barang yang
disewakan yang perlu dilakukan, terkecuali pembetulan-pembetulan kecil
yang menjadi kewajiban si penyewa.

Menurut pasal 1559-1566 KUHPerdata, kewajiban si penyewa adalah:

a. Membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan;

b. Memakai barang yang disewa sesuai dengan tujuan yang diberikan pada
barang itu menurut perjanjian sewanya;

c. Mengganti kerugian untuk segala kerusakan yang disebabkan oleh
penyewa sendiri, atau oleh orang-orang yang diam didalam rumah yang
disewa selama waktu sewa;

d. Mengembalikan barang yang disewa dalam keadaan semula apabila
perjanjian sewa-menyewa telah habis waktunya;

e. Menjaga barang yang disewa sebagai tuan rumah yang baik;

f. Tidak diperbolehkan menyewakan lagi barang sewanya kepada orang
lain.

Jika penyewa memakai barang yang disewa tidak sesuai dengan
apa yang menjadi tujuan pemakaiannya, atau suatu keperluan sedemikian
rupa hingga dapat menimbulkan kerugian kepada pihak yang
menyewakan, maka pihak ini menurut keadaan, dapat meminta pembatalan

Sewanya.
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Resiko Dalam Perjanjian Sewa menyewa

Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan
oleh suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, yang
meninmpa barang yang menjadi obyek suatu perjanjian.?®

Sedangkan menurut pasal 1553 KUHPerdata dikatakan bahwa
apabila barang yang disewa itu musnah karena suatu peristiwa yang terjadi
diluar kesalahan salah satu pihak, perjanjian sewa-menyewa gugur demi
hukum. Dari perkataan “gugur demi hukum” ini dapat disimpulkan, bahwa
masing-masing pihak sudah tidak dapat menuntut sesuatu apapun dari
pihak lawannya, yang berarati kerugian akibat musnahnya barang yang
dipersewakan harus dipikul sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan.

Berdasarkan pasal 1553 KUHPerdata tersebut, dapat diambil
kesimpulan bahwa:

a. Resiko dari barang yang disewakan musnah sebagai akibat dari
peristiwa yang terjadi diluar kesalahan para pihak, akan berakibat
perjanjian sewa-menyewa tersebut menjadi gugur demi hukum dan
masing-masing pihak sudah tidak dapat menuntut dari pihak lain.

b. Bila barang yang disewakan musnah dan sebagai akibat dari
kemusnahan barang itu masih dapat digunakan dan dinikmati yang
masih tertinggal, maka dalam hal ini penyewa dapat memilih:

c. Meminta pengurangan harga sewa seimbang dengan bagian yang

musnah;

5 Subekti, Aneka Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 94
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d. Menuntut pembatalan sewa-menyewa
5. Berakirnya Perjanjian Sewa Menyewa
Berakhirnya suatu perjanjian sewa menyewa dapat terjadi yaitu
apabila:

a. Waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa-menyewa telah habis.
Sesuai dengan Pasal 1570 KUHPerdata jika sewa dibuat dengan
tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang
ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu pemberitahuan
untuk itu.

Sedangkan menurut Pasal 1571 KUHPerdata, jika sewa tidak
dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang
ditentukan, melainkan jika pthak lain bahwa ia hendak mengehentikan
sewanya, dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan
menurut kebiasaan setempat.

b. Salah satu pihak memutuskan perjanjian sewa-menyewa. Menurut
ketentuan pasal 1576 ayat (1) KUHPerdata, dengan dijualnya barang
yang disewa, suatu persewaan yang dibuat sebelumnya, tidaklah
diputuskan kecuali apabila ini telah diperjanjikan pada waktu
menyewakan barang. Artinya, yang tidak putus hubungannya hanya
hak sewanya, sedangkan hak yang lain hapus. Sedangkan menurut
pasal 1575 KUHPerdata, perjanjian sewa-menyewa tidak sekali-sekali
hapus dengan meninggalnya pihak yang menyewakan maupun dengan

meninggalnya pihak yang menyewa.
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C. Pejanjian Sewa Menyewa Dalam Hukum Islam

1.

Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa
Menurut hukum Islam sewa-menyewa lebih dikenal dengan nama
ijjarah, secara bahasa ijarah digunakan sebagai nama bagi “al-ajru” yang
berarti imbalan terhadap suatu pekerjaan. Wahbah al-Zuhaily menjelaskan
ijarah menurut bahasa yaitu: yang berarti jual beli manfaat. Al-ljarah
merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenubhi
kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa mobil, kontrak atau
menjual jasa kepada orang lain seperti menjadi buruh kuli dan lain
sebagainya. Menurut Sayyid Sabiq ijarah di ambil dari kata “A4/-ajr” yang
artinya imbalan, dari pengertian ini maka pahala juga dinamakan upah.?®
Berdasarkan- defenisi di atas maka secara etimologi ijarah adalah
imbalan atas pekerjaan atau manfaat sesuatu. Sedangkan secara
terminologi pengertian ijaras adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh
para ulama di bawah ini:*’
a. Menurut Ulama Syafiiyah
Akad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehannya dengan
serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehannya.
b. Menurut Ulama Malikiyyah
ljarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah

dalam waktu tertentu dengan pengganti.

% Wahbah al-Zuhailiy, al-Figih al-Islami wa Adillatuh, Dar al Fikr, Jilid IV, Beirut,

1989, hal. 731

27 Saydiy Ahmad al-Dardir Abu al-Barakat, al-Syarh al-Kabir, Dar al-Fikr, Juz 4,

Beirut, him. 2.
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c. Menurut Ulama Hanafiyyah
Akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti.

Dari beberapa pendapat mazhab di atas tidak ditemukan perbedaan
yang mendasar tentang definisi ijarah, tetapi dapat dipahami ada yang
mempertegas dan memperjelas tentang pengambilan manfaat terhadap
benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya
imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan. Jika
diperhatikan secara mendalam definisi yang dikemukakan oleh para ulama
mazhab di atas maka dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang terdapat
dalam jjarah antara lain:

a. Adanya suatu akad persetujuan antara kedua belah pihak yang ditandai
dengan adanya 1jab dan gabul.

b. Adanya imbalan tertentu.

c. Mengambil manfaat, misalnya mengupah seseorang buruh untuk
bekerja.

Syarat dan Rukun perjanjian Sewa Menyewa

Syarat secara bahasa adalah yang berarti pertanda yang lazim,
indikasi, atau memastikan sesuatu. Sedangkan secara istilah syarat adalah:
Sesuatu yang tergolong padanya keberadaan hukum (syar’i) dan dia
berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum
itu tidak ada. Syarat merupakan sesuatu yang bukan bagian dari akad,
tetapi sahnya sesuatu tergantung kepadanya. Adapun syarat-syarat

transaksi ijarah yaitu:
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a. Terdiri dari dua orang atau lebih

Berakal dan mumayyiz, namun tidak disyaratkan baligh. Maka
tidak dibenarkan mempekerjakan orang gila, anak-anak yang belum
mumayyiz dan tidak berakal. Amir Syarifuddin menambahkan pelaku
transaksi ijarah harus telah dewasa, berakal sehat dan bebas dalam
bertindak dalam artian tidak dalam paksaan. Jadi transaksi ijarah yang
dilakukan oleh anak-anak atau orang gila atau orang yang terpaksa tidak
sah.

b. Tidak karena paksaan

kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk
melakukan akad ijarah, dan para pihak berbuat atas kemauan sendiri.
Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka
akadnya tidak sah.

c. Sesuatu yang diakadkan/objek (barang dan pekerjaan)

Objek yang dijjarahkan dapat di serah-terimakan, baik dengan
manfaat maupun bendanya. Manfaat dari objek yang diijarahkan harus
yang dibolehkan agama, maka tidak boleh ijarah terhadap maksiat
seperti mempekerjakan seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir atau
mengupah orang untuk membunuh orang lain. Dan jelas mengenai
ukuran dan batas waktu ijarah agar terhindar dari persengketaan atau

perbantahan.



39

d. Upah atau imbalan
Imbalan atau upah tersebut hendaknya disegerakan
pembayarannya. Harus ada kejelasan berapa banyak yang diterima
sehingga kedua belah pihak akan terhindar dari hal-hal yang tidak
diinginkan di kemudian hari. Imbalan atau upah dapat diberikan sesuai
dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Apakah diberikan
seluruhnya atau selesai waktunya. Ini semua tergantung kebiasaan yang
terjadi pada masyarakat asalkan tidak ada yang terzalimi terhadap upah
yang akan diterima.
Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau
transaksi, tanpa rukun akad tidak akan sah.
a. Orang yang Berakad
Pihak pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian sewa
menyewa dalam hukum Islam disebut Muajjir dan Musta jir. Muajjir
adalah orang yang menyewakan suatu manfaat kepada orang lain atau
orang yang menggunakan jasa/tenaga orang lain untuk mengerjakan
suatu pekerjaan tertentu. Musta jir adalah pihak lain yang menyewa
manfaat atau orang yang menjadi tenaga kerja dalam suatu pekerjaan
dan mereka menerima upah dari pekerjaannya itu.
b. Objek Transaksi (manfaat)
Pekerjaan dan barang yang akan dijadikan objek kerja harus
memiliki manfaat yang jelas seperti mengerjakan pekerjaan proyek,

membajak sawah dan sebagainya. Sebelum melakukan sebuah akad
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jjarah hendaknya manfaat yang akan menjadi objek ijarah harus
diketahui secara jelas agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari
baik jenis, sifat barang yang akan disewakan ataupun pekerjaan yang
akan dilakukan.?

c. Imbalan atau Upah

Upah sebagaimana terdapat dalam Kamus Umum Bahasa
Indonesia adalah uang dan sebagainya yang di bayarkan sebagai
pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan
untuk mengerjakan sesuatu. Jadi upah merupakan imbalan dari suatu
pekerjaan yang telah dilakukan. Pembayaran upah ini boleh berupa
uang dan boleh berupa benda.

d. Sighat (ijab dan qgabiil)

Sighat pada akad merupakan suatu hal yang penting sekali
karena dengannya terjadi akad ij@rah. Karena sighat merupakan suatu
bentuk persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan ijarah.
Dalam sighat adanya 1jab dan gabtl. [jab merupakan pernyataan dari
pihak pertama (muajjir) untuk menyewakan barang atau jasa sedangkan
qabiil merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk
menyewakan barang atau jasa yang dipinjamkan oleh muajjir.

Misalnya, anda bersedia bekerja pada proyek ini dalam waktu dua bulan

%8 Rozalinda, Figh Muamalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah, Hayfa Press,
Padang, 2005, hal.106.
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dengan upah perharinya Rp 20.000,- dan jenis pekerjaannya yaitu

pekerjaan jalan? Kemudian buruh menjawab “ya”, saya bersedia.?®

Dasar Hukum Sewa Menyewa

Para ulama figih mengatakan yang menjadi dasar kebolehan sewa-

menyewa adalah Al-Quran, Sunnah dan Ijma’.

a.

Landasan Al-Quran
Surat at-Thalaq ayat 6:

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu,
maka berikanlah kepada mereka upahnya ”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila orang tua menyuruh
orang lain untuk menyusukan anak mereka, maka sebaiknya diberikan
upah kepada orang yang menyusukan anak itu.

Surat al-Bagarah ayat 233:

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut
yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa
Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan ™.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa tidaklah menjadi
halangan sama sekali kalau memberikan upah kepada perempuan lain
yang telah menyusukan anak yang bukan ibunya. Menurut Qatadah dan

Zuhri, boleh menyerahkan penyusuan itu kepada perempuan lain yang

disukai ibunya atau ayahnya atau dengan melalui jalan musyawarah.

219.

2 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figih, Prenada Media, Jakarta, 2003, hal. 218-
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Jika telah diserahkan kepada perempuan lain maka biayanya yang
pantas menurut kebiasaan yang berlaku, hendaklah ditunaikan.°
. Landasan Sunnah

Para ulama mengemukakan alasan kebolehan ijarah berdasarkan
hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

“Dari Aisyah RA, ia menuturkan Nabi SAW dan Abu Bakar
menyewa seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan dari
dari bani Ad-Dil, kemudian dari Bani Abdi bin Adi. Dia pernah
terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga al-Ash bin Wail
dan dia memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Dia pun memberi
Jaminan keamanan kepada keduanya, maka keduanya menyerahkan
hewan tunggangan miliknya, seraya menjanjikan bertemu di gua Tsur
sesudah tiga malam/bhari. la pun mendatangi keduanya dengan
membawa hewan tunggangan mereka pada hari di malam Kketiga,
kemudian keduanya berangkat. lkut bersama keduanya Amir bin
Fuhairah dan penunjuk jalan dari bani Dil, dia membawa mereka
menempuh bagian bawah Mekkah, yakni jalur pantai”. (HR. Bukhari)

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa Nabi menyewa orang
musyrik saat darurat atau ketika tidak ditemukan orang Islam, dan Nabi
mempekerjakan orang-orang Yahudi Khaibar selama tiga hari. Dalam
hal ini Imam Bukhari, tidak membolehkan menyewa orang musyrik,

baik yang memusuhi Islam (harbi) maupun yang tidak memusuhi Islam

30 Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir al-Ahkam, Kencana, Jakarta, 2000, hal. 136.
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(dzimmi), kecuali kondisi mendesak seperti tidak didapatkan orang
Islam yang ahli atau dapat melakukan perbuatan itu. Sedangkan lbnu
Bathutha mengatakan bahwa mayoritas ahli figih membolehkan
menyewa orang-orang musyrik saat darurat maupun tidak, sebab ini
dapat merendahkan martabat mereka.>! Kemudian hadis yang
diriwayatkan dari Ibnu Abbas R.A ia berkata:

“Hadis dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a dia
berkata bahwa Nabi SAW pernah mengupah seorang tukang bekam
kemudian membayar upahnya”. (HR. Bukhari)

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh untuk
membayar upah terhadap orang yang telah dipekerjakan. Dari hal ini
juga dapat dipahami bahwa Nabi membolehkan untuk melakukan
transaksi upah mengupah.

c. jma’

Mengenai kebolehan jjarah para ulama sepakat tidak ada
seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun
ada di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak
ditanggapi. Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyari’atkan ijarah ini
yang tujuannya untuk kemaslahatan umat dan tidak ada larangan untuk

melakukan kegiatan ijarah.®?

31 Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari,
Penerjemah, Amiruddin, Judul Asli, Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari, Pustaka Azzam, Jilid
13, Cet. 2, Jakarta, 2007, hal. 48-49.

32 Sayyid Sabiqg, Figih Sunnah, Jilid I11, hal. 180
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D. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1.

Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestastie”, yang
artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan
terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan
yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena
undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian,
kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.*?

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan
kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut
selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat
waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak
dilaksanakan sama sekali.

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang
dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi
prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam
keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah
tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang
ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.
Wanprestasi atau tidak dipenuhinnya janji dapat terjadi baik karena
disengaja maupun tidak disengaja.

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenubhi

3 Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung,

1986, hal. 60.
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kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah
diperjanjikan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa
wanprestasi adalah ketiadaaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian,
berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.
Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji
untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya jani untuk wanprestasi”>*
Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru
wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:
a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
c. Terlambat memenuhi prestasi.
d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.
Wirjono Prodjodikoro SH, mengatakan bahwa wanprestasi adalah
ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang
harus dilaksanakan sebagal isi-dari suatu perjanjian. Barangkali dalam
bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi
dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.®
Mariam Darus Badrulzaman mengatakan bahwa apabila debitur
“karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka

debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat

penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang

34 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur Pustaka, 2012, hal. 15
35 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung, 2011, hal. 17
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diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.3®

Wanprestasi tentunya tidak pernah diinginkan terjadi dalam suatu
perjanjian baik dari pihak debitur maupun kreditur. Akibat wanprestasi
yang terjadi akan merugikan semua pihak yang mengadakan perjanjian
yang telah disepakati. Akibat dari wanprestasi bagi seorang debitur adalah
mengganti kerugian dan objek perjanjian menjadi tanggung jawab debitur,
sedangkan akibat wanprestasi bagi kreditur adalah kreditur dapat menuntut
pemenuhan perikatan dan ganti kerugian. Adanya wanprestasi adalah
bentuk sikap pengingkaran salah seorang yang berakad atau melakukan
transaksi yang tidak menjalankan kewajiban berupa prestasi dari apa yang
menjadi kesepakatan dalam perjanjian antara pihak yang bersangkutan.

Sesuatu yang dilaksanakan itulah yang dinamakan prestasi. Maka
wujud dari suatu prestasi adalah dengan melakukan perbuatan tertentu,
apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya baik karena
kelalaian maupun kesenggajaan, maka pihak tersebut dinyatakan atau
dianggap ‘‘wanprestasi’. Jadi pengertian dalam melaksanakan kewajiban
adalah memenuhi prestasi tersebut.
Akibat Hukum Wanprestasi

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur)
tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur
melakukan wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga

melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang

hal.43

% R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007,
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tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan
bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan
dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang
dijanjikan.*’

Di Pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa
lawannya (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan
memaksa (overmacht). Begitu pula dengan debitur, debitur harus
meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan
pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditur telah
melepaskan haknya, dan Kkelalaian kreditur. Terhadap kelalaian atau
kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib
melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman.

Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai
ada empat macam, yaitu:

a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat
dinamakan ganti-rugi.

b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.

c. Peralihan risiko.

d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan
ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga

yang dideritanya. Membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur

37 R. Subekti, op.cit, hal. 45.
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maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu
dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Wanprestasi pada umumnya
adalah karena kesalahan debitur, namun ada kalanya debitur yang dituduh
lalai dapat membela dirinya karena ia tidak sepenuhnya bersalah, atau
dengan kata lain kesalahan debitur tidak disebabkan sepenuhnya karena
kesalahannya.

Ganti Rugi Akibat Wanprestasi

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan
wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan
oleh perbuatan melawan hukum. Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi
adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan
komitmennya yang- sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut
hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam
perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.

Penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang
berupa “kosten, schaden en interessen”’ diatur dalam Pasal 1243
KUHPerdata dan seterusnya. Kerugian yang bisa dimintakan penggantikan
itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan
(kosten), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si
berpiutang (schaden), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan
(interessen), yaitu keuntungan yang didapat seandainya siberhutang tidak
lalai (winstderving). Bahwa kerugian yang harus diganti meliputi kerugian

yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi,
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artinya ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian

yang diderita.

KUHPerdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam
tiga komponen sebagai berikut;

a. Biaya (kosten) adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-
nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.

b. Rugi (schaden) adalah kerugian karena kerusakan barang-barang
kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.

c. Bunga (interesten) adalah kerugian yang berupa kehilangan
keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan
wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai
kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga),
pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian dan ganti
rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan
perjanjian timbal balik dan ganti rugi

Bentuk dan Syarat Terjadinya Wanprestasi

Bentuk-bentuk wanprestasi antara lain:

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang
tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi
prestasi sama sekali.

b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur

masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap
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memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang
memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut
tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi
prestasi sama sekali.®®

Sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam
yaitu:

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana
dijanjikannya.

c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menurut Pasal 1238 KUHPerdata yang menyakan bahwa: “Si
berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah
akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah
jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan
lewatnya waktu yang ditentukan”. Dari ketentuan pasal tersebut dapat
dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi

(in gebreke stelling). Adapun yang dimaksud dengan somasi adalah

pemberitahuan pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi

ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau

dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

3 J. Satrio, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1999, hal. 84.
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Somasi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian
Pengadilan Negeri dengan perantara Juru Sita menyampaikan surat
peringatan tersebut kepada debitur dan disertai berita acara
penyampaiannya.
Adapun bentuk-bentuk somasi menurut Pasal 1238 KUHPerdata
adalah:
a. Surat perintah
Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya
berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita
memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya
dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru Sita”.
b. Akta
Akta Ini dapat berupa akta di bawah tangan maupun akta
notaris.
c. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri
Maksudnya sejak  pembuatan perjanjian, kreditur sudah

menentukan saat adanya wanprestasi.

Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap
debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan
tetapi untuk mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah

tersebut berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan

3% Abdul Kadir Muhammad, Op Cit, hal 204.
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secara tertulis. Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk

dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal

adanya batas waktu dalam perjanjian (fatal termijn), prestasi dalam
perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya
wanprestasi.*°

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan
wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

a. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.

b. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu
orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul.
Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat
menduga keadaan demikian akan timbul.

c. Dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, artinya
bukan orang gila atau lemah ingatan.**

Sedangkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang
debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

a. Syarat materiil, yaitu adanya kesengajaan berupa:

1) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan
dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga
menimbulkan kerugian pada pihak lain.

2) Kelalaian adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang

40 |smu Haidar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi dalam Praktik Sewa-
Menyewa Mobil (Studi Kasus di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar), Skripsi,
2018. hal. 45.

4l Sri Soedewi Masyohen Sofwan, Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan
Praktek, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 15.
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wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa
dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan
menimbulkan kerugian.

b. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau
wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi,
yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditur menghendaki
pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi
adalah teguran keras secara tertulis dari kreditur berupa akta yang
diberikan kepada debitur, supaya debitur harus memenuhi prestasi dan
disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan
atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.*?

5. Akibat Hukum Wanprestasi
Adapun akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan
wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah hukuman atau sanksi hukum
berikut ini :

a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh
kreditur.

Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya
atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur.
Untuk menuntut ganti rugi harus ada penagihan atau somasi terlebih
dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak

memerlukan adanya teguran. Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam

“http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/
diakses pada tanggal 18 Maret 2021.


http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/
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Pasal 1246 KUHPerdata, yang terdiri dari tiga macam, yaitu: biaya, rugi
dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang
nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan bunga adalah
segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah
dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Ganti rugi
itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang.

Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya
boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan
untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus
diganti dengan cara lain.

. Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan
atau dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (Pasal 1266
KUHPerdata).

Menurut KUHPerdata Pasal 1266 syarat batal dianggap selalu
dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik,
manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal
yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan
harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan
meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban
dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat pembatalan tidak dinyatakan
dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas

permintaan tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga
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memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih
dari satu bulan.*®

c. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada
debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata).

Akibat wanprestasi yang berupa peralihan risiko ini berlaku
pada perjanjian yang objeknya suatu barang, seperti pada perjanjian
pembiayaan leasing. Dalam  hal ini seperti yang terdapat pada Pasal
1237 KUHPerdata ayat 2 yang menyatakan, Jika si berutang lalai akan
menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah
atas tanggungannya.

d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan,
atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267
KUHPerdata).

e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka
Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.**

Meskipun demikian, debitur bisa saja membela diri dengan alasan:

a. Keadaan memaksa (overmacht / force majeure).

b. Kelalaian kreditur sendiri.

c. Kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Untuk hal yang demikian debitur tidak harus mengganti kerugian.

Oleh karena itu, sebaiknya dalam setiap kontrak bisnis yang kita buat

dapat dicantumkan juga mengenai risiko, wanprestasi, dan keadaan

43 R Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT.Intermasa, Jakarta, 1982, hal. 148.
4 | Made Aditia Warmadewa, | Made Udiana, Akibat Hukum Wanprestasi alam
Perjanjian Baku, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Makalah, hal. 5.
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memaksa ini. Keadaan memaksa ada yang bersifat mutlak (absolut),

contohnya, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan

lain-lain. Sedangkan yang bersifat tidak mutlak (relatif), contohnya berupa
suatu keadaan dimana kontrak masih dapat dilaksanakan, tetapi dengan
biaya yang lebih tinggi, misalnya terjadi perubahan harga yang tinggi
secara mendadak akibat dari regulasi pemerintah terhadap produk tertentu,
krisis ekonomi yang mengakibatkan ekspor produk terhenti sementara, dan
lain-lain.
E. Perjanjian Dalam Perspektif Islam
1. Pengertian Perjanjian Dalam Hukum Islam

Menurut Chairuman dan Suhrawadi, secara etimologi perjanjian
dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan Mu“ahadah Ittida, atau Akad.

Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak atau pun perjanjian,

perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

seseorang lain atau lebih.* Berdasarkan pendapat Syamsul Anwar, sebagali
suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan untuk
akad, di antaranya adalah:

a. Menurut Pasal 262 Mursyd al-Hairan, akad merupakan “pertemuan ijab
yang diajukan oleh salah satu pihak dengan gabul dari pihak lain yang
menimbulkan akibat hukum pada objek akad”.

b. Adapun pengertian lain, akad adalah “pertemuan ijab dan qabul sebagai

pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu

45 Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam,
Sinar Grafika, 2004, Jakarta, him.1
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akibat hukum pada objeknya.*®

Dalam hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan
perjanjian, keduanya identik dan disebut akad. Sehingga dalam hal ini
akad didefinisikan sebagai pertemuan ijabyang dinyatakan oleh salah satu
pihak dengan gabul dari pihak lain secara sah menurut syarak yang tampak
akibat hukumnya pada obyeknya.

Menurut Rachmat Syafe™i secara terminologi, ulama figih
membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus.
Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang
berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau
sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti
jual-beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara umum di atas
adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat
ulama Syafi“iyyah, Malikiyyah dan Hanabilah.*’

Menurut Rachmat Syafe™i, hal yang penting bagi terjadinya akad
adalah adanya ijabdan gabul. ljab gobul adalah suatu perbuatan atau
pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara
dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang
tidak berdasarkan syara™. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua
kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama

kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridlaan dan syari’at Islam.*®

46 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hal.67
47 Rachmad Syafe®i, Figih Muamalah, Pustaka Setia, cet. Ke-2, Bandung, 2004, hal.43
“8 |bid, hal.45
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2. Dasar Hukum Perjanjian Dalam Hukum Islam

Menurut Ghufron A. Mas™adi, dalam al-Qur*an, setidaknya ada
(dua) istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu al-“aqdu (akad)
dan al-“ahdu(janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan,
mengikat. Dikatakan ikatan (al-rabth) maksudnya adalah menghimpun
atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada
yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang
satu. Kata Al-Qur’an terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1, bahwa
manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Menurut Fathurrahma Djamil,
istilah al-“aqdu ini dapat disamakan dengan istilah verbintenis dalam KUH
Perdata.*

Dalam hukum kontrak syari“ah terdapat asas-asas perjanjian yang
melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian tersebut
diklasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum
dan sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan
sifatnya khusus.

a. Asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum
adalah:
1) Asas llahiah atau Asas Tauhid
Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput
dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS.Al-

Hadid (57): 4 yang menyebutkan:

49 Fatturrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syari“ah, dalam Kompilasi Hukum
Perikatan, Darus Badrulzaman et al., Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 247-248
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Artinya: “Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam
enam masa; kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy. Dia
mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar
dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke
sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Asas Kebolehan (Mahda al-1bahah)

Terdapat kaidah fighiyah yang artinya, “pada asasnya
segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang”.
Kaidah figih tersebut bersumber pada dua hadis berikut ini: Hadis
riwayat al Bazar dan at-Thabrani yang artinya:

“Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa-apa
yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan
adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya.
Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatupun”.

Asas Keadilan (Al ,,Adalah)
Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hadid (57): 25

disebutkan bahwa Allah berfirman:
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Artinya : “Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami
dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka
kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan
Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan
banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa
yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah)
tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa.”
Asas Persamaan Atau Kesetaraan

Hubungan mu“amalah  dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang
memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesame
manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka
antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling
melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang
dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak
dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan
kesetaraan.*® Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang
dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan
membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan warna Kkulit,
agama, adat dan ras.

Dalam QS.Al-Hujurat (49): 13 menyebutkan:

hal.32-33

5% Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006,
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Artinya : “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah
menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan,
kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di
antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.
Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”

Asas lktikad baik (Asas Kepercayaan)

Menurut Rahmani  Timorita Yulianti, asas ini dapat
disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi:
“Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Asas ini
mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian
harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan
kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari
para pihak agar tercapai tujuan perjanjian
Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk
perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan
kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam
perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat
ketentuannya dalam Al-Qur’an dan Al-Hadis. Asas kemanfaatan

dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam
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secara universal. Sebagaimana para filosof Islam di masa lampau
seperti Al-Ghazali dan Asy-Syatibi merumuskan tujuan hukum
Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Qur*an dan Al-Hadis sebagai
mewujudkan kemaslahatan. Dengan maslahat dimaksudkan
memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu
melindungi religiusitas, jiwa-raga, akal-pikiran, martabat diri dan

keluarga, serta harta kekayaan.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Tanggung jawab Penyewa Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-
Menyewa Mobil Di Hidayah Rent Car Kota Semarang

Uraian pelaksanaan perjanjian yang diterapkan oleh Hidayah Rent Car
Kota Semarang yang dijalankan atau dilaksanakan dengan pihak penyewa.
Sebagai salah satu perusahaan penyedia jasa penyewaan Khususnya penyewaan
mobil rental mobil, sudah pasti pihak penyedia jasa penyewaan mempunyai
syarat-syarat tertentu di dalam melakukan suatu perjanjian sewa menyewa mobil.

Pada Hidayah Rent Car Kota Semarang memiliki salah satu syarat khusus
yang bisa berbeda dengan rental lain ataupun juga bisa sama dengan rental lainnya
di Semarang. Salah satu syarat khusus yang diterapkan oleh Hidayah Rent Car
Kota Semarang adalah membuat suatu perjanjian sewa menyewa mobil dengan
bentuk perjanjian tertulis (tulisan) yang merupakan suatu perjanjian yang dibuat
oleh para pihak dalam bentuk tulisan seperti misalnya pada suatu surat, dan lain-
lain, Perjanjian tersebut dilaksanakan secara tertulis maksudnya kesepakatan yang
dilakukan oleh kedua pihak secara tertulis yang berakhirnya demi hukum sesuai
waktu yang disepakati tanpa harus ada pemberitahuan yang maksudnya antara
pihak penyewa dan pihak yang menyewakan keduanya sudah memahami hak dan
kewajiban tanpa harus saling mengingatkan. Perjanjian sewa-menyewa ini terjadi
jika antara kedua belah pihak menyepakati hal-hal pokok dalam perjanjian yang
berupa harga sewa, jenis mobil yang disewakan serta jangka waktu sewa. Akan

tetapi, Hidayah Rent Car Kota Semarang juga menerapkan bentuk perjanjian yang

63
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dilaksanakan atau dilakukan secara lisan yaitu yang merupakan suatu perjanjian
yang dilakukan dalam wujud lisan, tetapi perjanjian tersebut dilakukan hanya
dengan pihak penyewa yang sudah dipercaya oleh pihak penyedia jasa
penyewaan.

Badan hukum adalah Organisasi, perkumpulan atau paguyuban lainnya
dimana pendiriannya dengan Akta Autentik dan oleh hukum diperlakukannya
sebagai personal atau sebagai Orang, badan Hukum memiliki hak dan kewajiban
dapat dituntut dan atau dapat menuntut dimuka pengadilan dan dapat juga
memiliki kekayaan, aktifitasnya bergerak dibidang perdagangan, industri, sosial
dan lain-lain bidang sesuai dengan isi (sebagian dari akta pendiriannya.>!

1. Bentuk Perjanjian Sewa Menyewa Hidayah Rent Car Kota Semarang
Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Anindita

Anung Marsela selaku CEO Hidayah Rent Car Kota Semarang berikut ini

penulis akan menganalisis substansi perjanjian menyewa mobil. Bentuk

perjanjian ini adalah tertulis dengan akta dibawah tangan. Hal-hal yang
tercantum dalam perjanjian sewa menyewa mobil tersebut adalah sebagai
berikut :>2

a. Terdapat tanggal dibuatnya perjanjian sewa menyewa.

b. Subyek hukum yaitu para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa

menyewa, yaitu :
1) Pihak rental atau pihak yang menyewakan yaitu Hidayah Rent Car

2) Pihak kedua yaitu pihak penyewa.

51 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka ilmu, Jakarta. 2008, hal 97
52 Hasil wawancara dengan ibu Anindita Anung Marsela selaku CEO pada tanggal 26
Oktober 2021
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c. Objek barang yang disewakan yaitu terdiri dari :

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Merk/Tipe

Tahun

Nomor Polisi

Warna

STNK

Terdapat daftar peralatan mobil didalam dan dibagasi

a) Terdapat jangka waktu sewa menyewa yang telah ditentukan
oleh kedua pihak.

b) Terdapat ketentuan besarnya uang sewa yang diwajibkan pihak
penyewa untuk membayar biaya sewa atau angsuran sewanya.
Terdapat ketentuan waktu bagi pihak penyewa yang mencicil
atau mengangsur biaya sewa mobil. (ketentuan berapa kali
angsuran, waktu, dan jatuh temponya).

c) Terdapat syarat dan ketentuan perjanjian kerja sama antara
pihak yang menyewakan dan pihak penyewa yang terdiri dari :

1. Pihak yang menyewakan memberikan fasilitas kendaraan
kepada pihak 1 (satu) unit kendaraan dalam kondisi baik,
layak, dan siap pakai.

2. Pihak penyewa menerima kendaraan dari pihak yang
menyewakan dengan rincian seperti diatas dan cukup

dibuktikan dengan perjanjian ini sebagai bukti atau
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kwitansi tanda penerimaan yang sah atas jumlah
kendaraan yang sah yang diserahkan dalam perjanjian ini.
. Terdapat ketentuan waktu bagi pihak penyewa yang
mencicil atau mengangsur biaya sewa mobil. (ketentuan
berapa kali angsuran, waktu, dan jatuh temponya)

. Terdapat ketentuan apabila pihak penyewa terlambat
untuk mengembalikan mobil sewa dan terlambat untuk
memebayar biaya sewa maka akan dikenakan denda atau
charge sebesar 10% perjam atau dapat dihitung harian.

. Pihak yang menyewakan menyerahkan kendaraan kepada
pihak = penyewa terkait perjanjian kerjasama ini
disesuaikan dengan ketentuan serta syarat-syarat yang
dituangkan dalam ikatan perjanjian kerjasama sesuai
dengan ketentuan undang-undang yang berlaku

. Ketentuan bahwa pihak penyewa tidak boleh mengulang
sewakan - mobil sewaan Kkepada pihak lain tanpa
persetujuan dan sepengetahuan dari pihak yang
menyewakan.

. Pihak penyewa tidak berhak untuk menggadaikan atau
menjual kepada pihak manapun. Apabila terjadi tindakan
tersebut pihak penyewa akan dijerat dengan pasal
penggelapan dan pihak yang menyewakan berhak

menarik kendaraan tersebut tanpa syarat apapun.
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8. Pihak penyewa diwajibkan untuk menjaga, merawat,
memelihara, mengecek kondisi kendaraan baik bensin
maupun body atau fisik mobil kendaraan sebelum
menyewanya, dan wajib memperbaiki kerusakan seperti
kondisi semula saat awal serah terima kendaraan.

9. Tagihan pajak dan beban lainnya pada mobil sewa yang
dikenakan terhadap barang sewaan tersebut tapi tidak
terbatas pada biaya materai, merupakan beban dan harus
dibayar seluruhnya oleh pihak yang menyewakan sampai
perjanjian itu berakhir

10. Pihak penyewa bertanggung jawab atas resiko kendaraan
beserta beban biaya yang terjadi yang diakibatkan karena
pihak penyewa atau penyewa fain (pihak ketiga), karena
kecelakaan, tindakan kriminal, perampokan, penipuan,
penggelapan, ~dan lain-lain) beserta biaya yang
menyangkut penyelesaiian dalam mobil sewaan tersebut.

d) Apabila terjadi perbedaan kepentingan atau pendapat dan
terjadi perselisihan ataupun sengketa antara pihak penyewa
dengan pihak yang menyewakan yang berhubungan dengan
perjanjian sewa menyewa mobil ini atau pelaksanaanya, maka
hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah terlebih
dahulu, namun apabila usaha tersebut tidak menghasilkan

keputusan yang tidak dapat diterima, maka pihak penyewa
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dengan pihak yang menyewakan setuju untuk menyelesaikan
masalah pengadilan negeri dimana surat perjanjian ini dibuat
tanpa mengurangi hak yang menyewakan untuk mengajukan
tuntutan di tempat lain.

e) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian beserta
syarat serta ketentuan dalam perjanjian, dan setiap perubahan
atas perjanjian beserta syarat dan Kketentuannya dalam
perjanjian ini sebagaimana dianggap perlu oleh pihak penyewa
dan pihak yang menyewakan, hanya berlaku bilamana dibuat
secara tertulis dan ditanda tangani oleh pihak penyewa dan
yang menyewakan atau wakil mereka yang sah, serta
merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dalam perjanjian ini.

f) Perjanjian tunduk dan ditafsirkan sesual dengan hukum negara
Republik Indonesia serta seluruh ketentuan perpajakan yang
berlaku.

g) Tanda tangan para pihak diatas materai dan tanda tangan saksi-
saksi.

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa pada Hidayah Rent Car harus

meninggalkan jaminan. Jaminan dibedakan menjadi 2 macam, Yaitu:*
a. Jaminan materiil (Jaminan kebendaan), yaitu jaminan kebendaan dalam
arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan

mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.

%3 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada,
2008, Jakarta, hal 23-24



69

b. Jaminan imateriil (jaminan perorangan), yaitu jaminan perorangan tidak
memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya
dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin
pemenuhan perikatan yang bersangkutan

. Syarat Sah Perjanjian Sewa Hidayah Rent Car Kota Semarang

Dalam suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi
syarat-syarat sahnya perjanjian. Syarat sah perjanjian tercantum dalam

Pasal 1320 KUHPerdata yang terdiri dari empat (4) bagian yaitu antara

lain:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Syarat sah ini maksudnya adalah suatu perjanjian harus ada
kesepakatan dari para pihak tanpa adanya paksaan dan
kekhilafan.Perjanjian yang dibuat harus dibuat dengan ikhlas dan
kemauan sendiri. Dalam Hidayah Rent Car Kota Semarang pelaksanaan
perjanjian sewa menyewa tersebut dilakukan oleh para pihak dengan
keadaan sadar dan tanpa paksaan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Syarat ini maksudnya adalah kemampuan dan kecakapan para
pihak untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang-orang yang oleh
hukum dinyatakan sebagai subjek hukum dan berwenang melakukan
perbuatan hukum yaitu orang yang telah dewasa, orang-orang yang
tidak dibawah pengampuan, dan wanita yang telah menikah. Para pihak

dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa di Hidayah Rent Car
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Kota Semarang telah dewasa para pihaknya dan telah dinyatakan cakap
hukum sehingga sah untuk melakukan perbuatan hukum.
c. Suatu hal tertentu.

Syarat ini menyangkut obyek hukum atau
bendanya.Menyangkut wujud bendanya, bergerak atau tidak bergerak,
objeknya jelas mengenai jenis barangnya, kualitasnya, dan mutu
barangnya, tahun berapa, dan lain-lain. Objek pokok dalam perjanjian
dalam sewa menyewa ini telah jelas wujudnya, kualitasnya, tahunnya,
benda bergerak, warna, tipe dan merknya. Mobil yang disewa adalah
mobil Innova all new bewarna hitam dengan keadaan baik dan tidak ada
kerusakan apapun.

d. Suatu sebab yang halal.

Dalam syarat ini maksudnya adalah objek hukum yang menjadi
pokok dalam perjanjian harus melekat hak yang pasti dan
diperbolehkan oleh hukum. Tidak bertentangan dengan undang-undang
dan kesusilaan. Perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh para pihak
ini dalam pelaksanaanya objeknya tidak bertentangan dengan undang-
undang dan kesusilaan.

3. Prosedur Perjanjian Sewa Menyewa di Hidayah Rent Car Kota
Semarang

Dalam menyewa mobil tentu terdapat prosedur didalamnya.

Prosedur yang ditentukan untuk menyewa mobil pada salah satu

perusahaan jasa tentu ada perbedaan antara prosedur perusahaan yang satu
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dengan prosedur perusahaan yang lainnya. Namun secara umum prosedur
perusahaan sewa mobil yang satu dengan perusahaan sewa mobil yang
lainnya hampir sama. Dalam Hidayah Rent Car, memuat beberapa
prosedur antara lain yang di jelaskan oleh Ibu Anindita Anung Marsela
sebagai pemilik usaha sewa mobil ini adalah penyewa dapat datang sendiri
dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan agar dapat menyewa
mobil.

Perlindungan hukum bagi konsumen (penyewa mobil) adalah suatu
masalah yang besar, dengan persaingan global yang terus berkembang.
Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya
produk serta layanan yang menempatkan konsumen dalam posisi tawar
yang lemah.>

Apabila terdapat syarat yang tidak terpenuhi maka penyewa tidak
dapat menyewa mobil Hidayah Rent Car. Apabila penyewanya merupakan
atas nama perusahaan atau badan hukum maka ada perwakilan dan surat
keterangan resmi dari perusahaan. Syarat-syarat untuk menyewa mobil
pada Hidayah Rent Car Kota Semarang adalah sebagai berikut:

a. Penyewa wajib memiliki SIM A yang masih berlaku. Apabila
pengemudi tidak memiliki SIM A maka tidak diperbolehkan untuk
menyewa mobil agar tidak melanggar hukum apabila ada razia yang
dilakukan oleh pihak kepolisian dan tidak menjadi masalah baik dari

pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.

54 Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, Nusa Media, Bandung, 2010, hal 23
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b. Penyewa juga wajib mempunyai KTP yang masih berlaku karena
apabila tidak memiliki KTP dikhawatirkan akan terjadi tindak
penggelapan karena tempat tinggal penyewa tidak dapat disurvei oleh
pihak yang menyewakan. Dan KTP ini nantinya akan ditahan oleh
pihak yang menyewakan selama masa sewa berjalan dan dijadikan
sebagai jaminan.

c. Meninggalkan sepeda motor dan STNK penyewa kepada pihak yang
menyewakan untuk dijadikan sebagai jaminan.

d. Mempunyai Kartu Keluarga (KK) sebagai penguat keterangan yang
lebih jelas sebagai pengganti KTP. Tetapi Syarat ini tidak berlaku
mutlak bagi Hidayah Rent Car Kota Semarang. Apabila pihak penyewa
merupakan orang yang dikenal atau dekat dan mempunyai hubungan
kekerabatan dengan pimpinan Hidayah Rent Car Kota Semarang maka
cukup dengan KTP saja. Tetapi apabila tidak kenal dan tidak punya
hubungan kekerabatan maka ini perlu hanya sebagai penguat saja.

e. Syarat selanjutnya adalah pihak penyewa bersedia untuk
menandatangani surat perjanjian yang dibuat oleh pihak yang
menyewakan atau pihak rental mobil. Tanda tangan ini bermaksud agar
perjanjian sewa menyewa mobil sah menurut hukum dan sebagai kata
sepakat kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dan keberatan atau
dirugikan dari salah satu pihak untuk tunduk kepada perjanjian sewa

menyewa tersebut.
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a. Pihak penyewa bersedia untuk disurvei tempat tinggalnya oleh
pihak yang menyewakan apakah telah sesuai dengan alamat di
KTP atau tidak. Survei tempat tinggal perlu untuk dilakukan
pimpinan Hidayah Rent Car Kota Semarang apabila merasa
ragu agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan
dan sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang
tidak diinginkan.

B. Hambatan Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Tanggungjawab Penyewa
Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Maobil Di Hidayah Rent Car Kota
Semarang.

1. Penyewa Merusak Objek Sewa

Salah satu- bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa
Hidayah Rent Car yaitu penyewa merusak objek sewa diduga tidak
memiliki itikad baik setelah ditagih berulang kali tetapi selalu
mengabaikan adalah penyewa mobil bernama bapak Randi untuk
pemakaian selama tiga hari tetapi mobil sewa mengalami kerusakan
karena penyewa tidak hati-hati sehingga yang menyebabkan kerusakan
pada bagian mobil dan onderdil mobil dan harus diasuransikan selama 20
hari dimana hal tersebut tentu merugikan pihak rental secara materill
maupun immateril karena mobil rental tidak dapat disewakan kepada pihak
lain pada masa perbaikan berlangsung. Sesuai dengan syarat dan ketentuan
yang telah dibuat oleh Hidayah Rent Car, apabila terjadi kerusakan maka

pihak penyewa menanggung biaya kerugian Rp.500.000,00. untuk klaim
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asuransi serta biaya penuh sewa selama mobil dalam perbaikan. Pihak
penyewa menyewa mobil Toyota Innova all new Tahun 2018 dengan biaya
sewa sebesar Rp.400.000,00. perharinya dan karena masa perbaikan
hingga 20 hari maka Bapak Randi wajib membayar kerugian sebesar Rp
4.000.00,00.% Dengan persetujuan dan kesepakatan sesuai aturan dari
pihak Hidayah Rent Car, Bapak Randi mengganti sesuai biaya yang sudah
tertera. Tetapi Bapak Randi meminta untuk biaya ganti rugi waktu
perbaikan dicicil selama waktu perbaikan selesai yaitu 20 hari dengan
persetujuan dari pihak Hidayah Rent Car.
2. Penyewa Terlambat Mengembalikan Objek Kendaraan

Wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa yang
dilakukan di Hidayah Rent Car Kota Semarang yaitu penyewa terlambat
mengembalikan objek kendaraan, pihak penyewa seharusnya melakukan
pengembalian mobil pada malam hari tetapi mundur dan pihak rental
memberikan toleransi waktu sampai 2 jam akan tetapi pihak penyewa
masih saja melakukan wanprestasi. Hidayah Rent Car Kota Semarang
dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi berupa keterlambatan
menggunakan cara negosiasi atau menggunakan cara kekeluargaan,
perhitungan untuk keterlambatan dihitung setiap jam nya dan besarnya

denda adalah 10% dari harga sewa mobil yang disewa.>®

%5 Hasil wawancara dengan ibu Anindita Anung Marsela selaku CEO pada tanggal 26
Oktober 2021

% Hasil wawancara dengan ibu Anindita Anung Marsela selaku CEO pada tanggal 26
Oktober 2021
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3. Penyewa menyewakan ulang obyek kendaraan.

Wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa yang
dilakukan di Hidayah Rent Car Kota Semarang vyaitu penyewa
menyewakan ulang obyek kendaraan berdasarkan hasil wawancara dengan
pihak Hidayah Rent Car Kota Semarang yaitu adanya tindakan yang
melanggar atau dilarang menurut perjanjian dan tidak sesuai dengan apa
yang diperjanjian antara pihak Hidayah Rent Car dengan penyewa yaitu
mengenai bentuk perjanjian yang dilakukan dengan pihak Hidayah Rent
Car Kota Semarang adalah melakukan apa yang menurut perjanjian
dilarang dalam hal ini penyewa menyewakan ulang objek sewa yaitu 1
(satu) unit mobil Daihatzu xenia 2017 dengan warna silver dalam hal ini
penyewa datang langsung ketempat Hidayah Rent Car Kota Semarang dan
penyewa juga telah membaca dan menyepakati apa yang ada dalam isi
perjanjian yang secara tertulis telah dibuat dengan pihak Hidayah Rent Car
Kota Semarang secara atau dengan lepas kunci. Dengan ketentuan salah
satunya menyewa mobil kepada pihak Hidayah Rent Car Kota Semarang
selama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari, yang mana mobil tersebut
di sewa untuk di gunakan sebagai sarana transportasi demi kelancaran
usaha yang baru didirikan oleh penyewa dengan hanya melakukan
pembayaran secara penuh dari total harga sewa keseluruhan waktu sewa.®’
Dari Ketentuan tersebut, telah diatur didalam Pasal 1559 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa penyewa, jika tidak

57 Hasil wawancara dengan ibu Anindita Anung Marsela Selaku CEO pada tanggal 26
Oktober 2021
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diizinkan, tidak boleh menyalahgunakan barang yang disewanya atau
melepaskan sewanya kepada orang lain, atas ancaman pembatalan
persetujuan sewa dan penggantian biaya, kerugian dan bunga sedangkan
pihak yang menyewakan, setelah pembatalan itu, tidak wajib menaati
persetujuan ulang sewa itu. Jika yang disewa itu berupa sebuah mobil yang
dipakai sendiri oleh penyewa, maka dapatlah ia atas tanggung jawab
sendiri menyewakan sebagian kepada orang lain jika hak itu tidak dilarang
dalam persetujuan.

Upaya perlindungan hukum secara yuridis mengenai perbuatan
mengulang sewakan telah sedemikian diatur pada sistem hukum
keperdataan di Indonesia. Pada ketentuan KUHPerdata tentang sewa-
menyewa dalam Pasal 1559 KUHPerdata yaitu pihak penyewa tidak
diperbolehkan mengulang sewakan barang yang di sewakan maupun
melepasakan sewanya kepada seorang lain, selama ketentuan ini tidak
dilarang di dalam perjanjian antara pihak yang menyewakan dan pihak
penyewa. Akan tetapi kenyataan masih saja terdapat penyewa yang
mengalihakannya kepada pihak ketiga atau pun orang lain tanpa
sepengetahuan atau seizin dan sepertujuan dari pihak yang menyewakan.

Pada perjanjian sewa-menyewa mobil baik dalam bentuk tertulis
maupun tidak tertulis, aturan dalam Pasal 1559 KUHPerdata jelas tidak
memperbolehkan mengalihkan sewa maupun melepaskan sewanya kepada
seorang lain. Dalam sewa-menyewa kendaraan di sini memakai perjanjian

konsensual, namun dalam Undang-Undang dibedakan akibat-akibatnya
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antara tertulis dan tidak tertulis (lisan). Pada sewa-menyewa secara tertulis
terdapat pada Pasal 1570 KHUPerdata dijelaskan bahwa jika sewa dibuat
dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang
ditentukan telah lampu tanpa dipelakukannya sesuatu pemberhentian untuk
itu. Sedangkan dalam sewa-menyewa tidak tertulis (lisan) terdapat pada
Pasal 1571 KHUPerdata jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa
itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak lain
bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang-
tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.>®
4. Penyewa Menghilangkan Unit Kendaraan
Selama 6 tahun Hidayah rent Car berjalan belom pernah terjadi
penyewa yang menghilangkan unit kendaraan saat dipakai. Jika terjadi
kehilangan unit kendaraan yang dilakukan secara sengaja atau tidak
oleh penyewa akan langsung diproses secara hukum. Pihak Hidayah
Rent Car akan langsung melapor kepada pihak kepolisian untuk
meneruskan kasus tersebut. Selain itu pihak rental akan menuntut
ganti rugi sesuai harga kendaraan yang berlaku atau yang

dihilangkan.®®

%8 Zaeni Asyhadie, Hukum Keperdataan (dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH
Perdata (BW), Hukum Islam dan:Hukum Adat), Rajawali Pers, Depok, Cet.Ke-3, 2018, hal 26

%9 Hasil wawancara dengan ibu Anindita Anung Marsela Selaku CEO pada tanggal 26
Oktober 2021
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C. Pembahasan

Dalam suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syaratsyarat
sahnya perjanjian. Syarat sah perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata
yang terdiri dari empat (4) bagian yaitu antara lain :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Syarah sah ini maksudnya
adalah suatu perjanjian harus ada kesepakatan dari para pihak tanpa
adanya paksaan dan kekhilafan. Perjanjian yang dibuat harus dibuat
dengan ikhlas dan kemauan sendiri. Dalam Hidayah Rent Car Kota
Semarang, pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tersebut dilakukan oleh
para pihak dengan keadaan sadar dan tanpa paksaan. Pihak dari perjanjian
disini adalah pihak yang menyewakan yaitu lbu Anindita Anung Marsela
selaku Direktur Hidayah Rent Car Kota Semarang dan beliau adalah
sekutu aktif yang bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi dan
pihak penyewa yaitu Ibu Anindita Anung Marsela.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Syarat ini maksudnya adalah
kemampuan dan kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum
bagi orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum dan
berwenang melakukan perbuatan hukum yaitu orang yang telah dewasa,
orang-orang yang dibawah pengampuan, dan wanita yang telah menikah.
Para pihak dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa di Hidayah
Rent Car Kota Semarang telah dewasa para pihaknya dan telah dinyatakan
cakap hukum sehingga sah untuk melakukan perbuatan hukum.

Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak



79

yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya
kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu
harga oleh pihak lainnya.®°
Ada beberapa tanggung jawab yang harus dilakukan oleh para pihak
menurut KUHPerdata
1. Tanggung Jawab Pihak Yang Menyewakan
Pasal 1552 KUHPerdata menyatakan “pihak yang menyewakan
harus menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang
disewakan, yang merintangi barang itu, biar pun yang menyewakan itu
sendiri tidak mengetahuinya pada waktu dibuatnya perjanjian sewa. Jika
cacat-cacat itu telah mengakibatkan sesuatu kerugian bagi si penyewa,
maka kepadanya pihak menyewa diwajibkan memberikan ganti rugi”.
Atau dengan Kkata lain pihak yang menyewakan harus bertanggung jawab
terhadap semua cacat yang ada dalam barang yang disewakan dan apabila
dari cacat-cacat tersebut menimbulkan kerugian bagi si penyewa barang
tersebut pihak yang menyewakan harus memberikan ganti rugi kepada
pihak penyewa. Dalam pasal 1555 dinyatakan bahwa “jika, selama waktu
sewa, pada barang yang disewakan terpaksa diadakan pembetulan-
pembetulan yang tidak dapat menunggu sampai akhir sewa, maka si
penyewa harus menerimanya, betapa pun kesusahan yang disebabkannya.
Dan meskipun ia selama dilakukannya pembetulan-pembetulan itu

terpaksa kehilangan sebagian dari barang yang disewakan. Tetapi jika

80 Subekti, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 39
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pembetulan-pembetulan ini berlangsung lebih lama dari empat puluh hari
maka harga sewa harus dikurangi menurut imbangan waktu dan bahagian
dari barang yang disewakan dan bahagian dari barang yang disewakan
yang tidak dapat dipakai oleh si penyewa”. Sehingga pihak yang
menyewakan hanya bertanggung jawan terhadap pembetulan-pembetulan
yang berlangsung lebih lama dari empat puluh hari. Dan dapat
disimpulkan bahwa pembetulan-pembetulan yang normal terhadap barang
yang disewakan akan di tanggung oleh pihak penyewa, sedangkan
pembetulan-pembetulan berat akan - dibebankan kepada pihak yang
menyewakan.
. Tanggung Jawab Pihak Penyewa

Tanggung jawab pihak penyewa diatur didalam pasal 1564
KUHPerdata dan 1566 KUHPerdata, dimana didalam pasal 1564
KUHPerdata dinyatakan bahwa ‘‘si penyewa bertanggung jawab untuk
segala kerusakan yang diterbitkan pada barang yang disewa selama waktu
sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi diluar
kesalahannya”. Dalam hal ini penyewa bertanggung jawab terhadap
kerusakan kerusakan kecil yang di terjadi selama waktu sewa berlangsung,
tetapi pihak peyewa tidak akan dibebankan apabila ia dapat membuktikan
bahwa kerusakan yang terjadi adalah diluar kehendaknya. Menurut pasal
1566 KUHPerdta menyatakan bahwa “si penyewa bertanggung jawab
untuk segala kerusakan dan kerugian yang diterbitkan pada barang sewa,

oleh kawan-kawannya serumah atau oleh mereka kepada siapa ia telah
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menggoperkan sewaannya”. Dalam KUHPerdata dikenal prinsip tanggung
jawab berdasarkan atas kesalahan (based on fault). Prinsip tanggung jawab
berdasar atas kesalahan diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang
menyatakan “Tiap perbuatan hukum yang membawa kerugian kepada
seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Didalam hukum perdata yang
dikenal sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)

Titik tolak pengertian perbuatan melawan hukum adalah pasal 1365

KUHPerdata tersebut. Sebagaimana diberi penafsiran dalam putusan Hoge Raad

(Mahkamah Agung) Belanda tanggal 31 januari 1919, yang diikuti juga oleh

pengadilan di Indonesia. Menurut Yurisprudensi suatu perbuatan melawan hukum

adalah suatu perbuatan yang : &

1.

2.

3.

Melanggar hak orang lain;

Bertentangan dengan kewajiban hukum yang berbuat;

Bertentangan dengan kepatuhan yang terdapat dalam masyarakat tentang
diri/barang orang lain atau

Bertentangan dengan kesusilaan yang baik

Akibat terpenting yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah

tanggung jawab pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, berupa

kewajibannya membayar ganti kerugian. Dapat dikemukakan bahwa tanggung

jawab menurut pasal tersebut adalah tanggung jawab berdasarkan berdasarkan

atas kesalahan yang harus dibuktikan oleh pihak yang menuntut ganti kerugian.

81 Siti Nurbaiti, Hukum Pengangkutan Darat, Universitas Trisakti, 2009, hal 26
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Selain itu menurut pasal 1366 KUHPerdata, tanggung jawab seseorang bisa juga
diakibatkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.®?

Pada prinsip ini jelas bahwa beban pembuktian ada pada pihak yang
dirugikan, artinya pihak yang dirugikan, artinya pihak yang dirugikan yang harus
membuktikan bahwa kerugiannya diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum,
sebagaimana ditentukan dalam pasal 1865 KUHPerdata: ‘“setiap orang yang
mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya
sendiri atau membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa,
diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Dan prinsip base
on fault ini tidak didasarkan pada perjanjian, tetapi dengan perbuatan melawan
hukum tersebut juga menimbulkan perikatan, sebagaimana ditentukan dalam pasal
1353 KUHPerdata.

Suatu perjanjian yang sah secara yuridis adalah merupakan perikatan dan
hal ini berarti bahwa kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian itu bila
tidak dipenuhi dapat dipaksakan pelaksanaannya. Bila terdapat pihak yang
berkewajiban (debitur) yang tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi atau
breach of contract), maka pihak yang berhak (kreditur) dapat menuntut melalui
Pengadilan agar debitur memenuhi kewajibannya atau mengganti biaya, rugi dan
bunga. Salah satu pihak dianggap wanprestasi apabila :

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanankan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya;

3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;

82 1bid, hal 27
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4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan
pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan
prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk
melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontrak prestasi
akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak
berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut
wanprestasi. Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban
ganti rugi berdasarkan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW
(untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat
sesuatu).

Terkait demikian, pada umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya
pernyataan lalai dari pihak kreditor kepada debitur. Pernyataan lalai ini pada
dasarnya bertujuan menetapkan tenggang waktu (yang wajar) kepada debitur
untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian yang
dialami kreditor.

Oleh karena itu sebagaimana juga halnya dalam onrechtmatigedaad/
perbuatan melawan hukum, maka dalam wanprestasi pun demikian halnya. Yakni
wanprestasi sebagai perbuatan melawan hukum hak kreditur, akan hilang atau
terhapus atas dasar alasan “force majeure/ keadaan memaksa”. Force majeure
adalah keadaan atau kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak
dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Force Majeure biasanya merujuk

pada.
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Menurut Subekti keadaan memaksa terjadi jika debitur menunjukkan
bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkancoleh hal-hal yang
sama sekali tidak dapat diduga, dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa
terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi. Dengan perkataan
lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan itu,
bukanlah disebabkan karena kelalaiannya, ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa,
dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancam atas
kelalaian.®

Pasal 1236 KUHPerdata yang mengatur tentang perikatan-perikatan yang
memberikan sesuatu, menyatakan “si berutang adalah wajib ganti biaya, rugi dan
bunga kepada si berpiutang, bila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak
mampu untuk menyerahkan keadaaan atau telah tidak merawatnya sepatutnya
guna menyelamatkan”. Dan didalam Pasal 1239 KUHPerdata yang mengatur
tentang perikatan-perikatan untuk berbuat sesuatu untuk tidak berbuat sesuatu,
atau untuk tidak berbuat sesuatu menyatakan “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat
sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu bila si berutang tidak memenuhi
kewajibannya mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan
penggantian biaya, rugi dan bunga”

Prof. Subekti menjelaskan tentang arti biaya ganti, rugi dan bunga, sebagai
berikut:

1. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah

dikeluarkan oleh satu pihak;

8 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1992, hal 55
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2. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur
yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.

3. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah
dibayangkan atau dihitung oleh kreditur dankerugian ini dalam bahasa
Inggris dinamakan expectation damages. Besarnya tuntutan ganti rugi
didasarkan pada suatu ketentuan dalam perjanjian, maka ganti rugi

dinamakan Sipulated/ liquidated damage.



BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai bentuk perjanjian sewa menyewa
yang dilakukan Hidayah Rent Car Kota Semarang dengan pihak penyewa , dapat
disimpulkan bahwa pada Hidayah Rent Car Kota Semarang dalam melaksanakan
atau melakukan suatu perjanjian sewa menyewa mobil dengan pihak penyewa.

1. Praktek sewa menyewa mobil di Hidayah Rent Car Kota Semarang
dilakukan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah
pihak, yaitu dengan adanya jaminan berupa KTP, STNK dan kendaraan
milik penyewa. Pemilik menilai bahwa hal itu sudah menjadi kebiasaan
yang dilakukan pada saat transaksi sewa-menyewa.

2. Penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa mobil di
Hidayah Rent Car Kota Semarang berupa keterlambatan ataupun
kerusakan vyaitu pihak rental ‘mengacu kepada surat perjanjian yang
dimiliki oleh Hidayah Rent Car Kota Semarang dan ketika bentuk
wanprestasi tidak tercantum di surat perjanjian tersebut dilanjutkan pada
perundingan antara pemilik dengan penyewa dan permintaan ganti rugi
dari pihak penyewa yang melakukan wanprestasi.

B. Saran

1. Untuk pemilik Hidayah Rent Car agar dalam melaksanakan perjanjian

sewa menyewa mobil, bentuk perjanjian yang dipergunakan dalam rental

adalah dalam bentuk tertulis sepenuhnya agar minimnya terjadi

86
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pelanggaran oleh pihak penyewa, karena apabila diberlakukan bentuk lisan
juga, dapat membuat dampak terjadinya wanprestasi semakin besar karena
tidak adanya pengikatan terhadap pihak penyewa dalam melakukan
perjanjian sewa menyewa mobil tersebut, maka apabila melakukan
pelanggaran tidak dapat dituntut karena tidak adanya bukti bahwa
perjanjian tersebut telah disepakati bersama, maka lebih baik dalam
pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil dilaksanakan dalam bentuk
tertulis untuk semua orang, tidak terkecuali kerabat dekat, saudara,
maupun yang lain.

Bagi penyewa sebaiknya membaca terlebih dahulu secara cermat dan teliti
isi dari naskah perjanjian sewa menyewa atau bertanya tentang hak dan
kewajibannya. Sehingga mengetahui .apa yang menjadi hak dan
kewajibannya dan juga termasuk seberapa besar tanggung jawab penyewa
saat menggunakan mobil yang disewanya ataupun ketika terjadi kerusakan
pada mobil yang disewanya.

Sebaiknya, pihak Hidayah Rent Car memberlakukan sanksi terhadap
wanprestasi yang terjadi dalam pengembalian mobil yaitu berupa denda
yang lebih berat yang dapat menimbulkan efek takut dan efek jera
terhadap pihak penyewa misalnya dengan memberlakukan denda yang
jumlahnya lebih banyak ataupun lebih besar sehingga pihak penyewa akan
lebih berhati-hati dan memenuhi kewajibannya secara penuh terhadap

pihak penyedia jasa penyewaan, serta apabila pihak penyewa pernah
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melakukan kesalahan atau kelalaian berupa wanprestasi maka pihak

penyewa tidak mengulangi kesalahan yang dibuat tersebut.
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